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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Mal Pelayanan Publik
(MPP) Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penyederhanaan perizinan bagi pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, UMKM sebagai tulang punggung
perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh legalitas usaha,
seperti birokrasi yang kompleks, prosedur administratif yang berbelit, serta rendahnya tingkat
literasi digital masyarakat terhadap sistem perizinan berbasis elektronik. Penelitian ini
menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law, data diperoleh dari hasil
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MPP memberikan kontribusi
signifikan dalam mempercepat proses perizinan melalui integrasi sistem Online Single
Submission (OSS) berbasis risiko. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi
terkait melalui MPP mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan
akuntabel. Dampak dari implementasi ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan hukum pelaku
UMKM, kemudahan akses terhadap program pemerintah, serta peningkatan daya saing usaha
di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci — Perizinan Berusaha, Online Single Submission, UMKM

.  PENDAHULUAN

Legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek yang sangat krusial
dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan aman secara hukum. Hal ini dikarenakan
legalitas mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap pelaku usaha dari
berbagai potensi permasalahan di kemudian hari. Salah satu bentuk legalitas yang penting adalah Nomor
Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan
adanya NIB, pelaku usaha tidak hanya memiliki identitas resmi, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari
negara atas usaha yang dijalankan. Selain itu, legalitas usaha juga berperan dalam meningkatkan
kepercayaan konsumen karena usaha yang terdaftar dianggap lebih profesional dan dapat
dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, UMKM yang telah memiliki legalitas juga lebih mudah dalam
mengakses berbagai program pemerintah, seperti bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan
usaha. [1]. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan usaha dalam jangka panjang.
Legalitas juga memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Namun
demikian, pada praktiknya masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang belum memiliki
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legalitas usaha. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terkait pentingnya legalitas serta
kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan izin usaha. Selain itu, sebagian masyarakat masih
beranggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan memakan waktu lama. Persepsi tersebut menjadi salah
satu faktor penghambat bagi UMKM untuk mengurus legalitas usahanya [2].

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menghadirkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi
permasalahan perizinan UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan
layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Inovasi ini bertujuan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada
masyarakat agar lebih mudah diakses. Tidak hanya berpusat di tingkat kabupaten, layanan ini juga
diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak perlu lagi
menempuh jarak yang jauh untuk mengurus perizinan usaha. Selain itu, sistem pelayanan yang terintegrasi
memungkinkan proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan efisien. Kehadiran layanan ini juga
diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha. Pemerintah
daerah juga berupaya mengintegrasikan layanan perizinan dengan berbagai program pendukung lainnya,
seperti akses permodalan dan pembinaan usaha. Dengan pendekatan tersebut, UMKM tidak hanya
mendapatkan izin usaha, tetapi juga dukungan untuk berkembang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen
pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara menyeluruh. Upaya ini juga menjadi
bagian dari strategi peningkatan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan UMKM. Dengan demikian,
keberadaan MPP dan DPMPTSP menjadi solusi konkret dalam mengatasi kendala legalitas usaha yang
selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM [3].

Sebelum hadirnya Mal Pelayanan Publik, proses perizinan usaha di Kabupaten Sidoarjo dikenal cukup
lambat dan cenderung berbelit-belit. Pelaku usaha harus melalui berbagai tahapan prosedur yang panjang
dan tidak efisien. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses pengurusan izin seperti SIUP dan TDP dapat
memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan sampai satu tahun. Kondisi ini tentu menjadi kendala
serius bagi pelaku UMKM yang ingin segera menjalankan usahanya secara legal. Selain itu, mereka juga
harus mendatangi berbagai instansi yang berbeda untuk melengkapi persyaratan administrasi. Hal ini
menyebabkan tingginya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha [4]. Tidak jarang pula
ditemukan adanya persyaratan yang tumpang tindih antarinstansi. Situasi tersebut menimbulkan
ketidakpastian dalam proses perizinan dan membuat pelaku usaha merasa enggan untuk mengurus
legalitas. Akibatnya, banyak UMKM yang memilih untuk tetap menjalankan usaha secara informal. Kondisi
ini berdampak pada terhambatnya pertumbuhan UMKM secara optimal. [5]. Kondisi ini menghambat
pertumbuhan UMKM, menurunkan minat formalisasi usaha, serta menyebabkan rendahnya tingkat
kepuasan dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan di Sidoarjo, selain itu tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik juga menjadi rendah. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi
perizinan juga menjadi konsekuensi dari sistem yang tidak efisien tersebut [6]

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mendorong pembentukan dan
pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan
ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik. MPP
dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu
lokasi. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi secara
lebih mudah dan cepat. Selain itu, MPP juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses
pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem digital yang digunakan memungkinkan masyarakat
untuk memantau proses perizinan secara real time. Tidak hanya itu, MPP juga dirancang agar ramah bagi
semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas yang disediakan dibuat senyaman mungkin
agar masyarakat merasa terbantu dalam mengurus keperluan administrasi. MPP juga menyediakan
layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada perlindungan hukum
masyarakat. Dengan demikian, MPP menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Indonesia [7].

Keberadaan MPP memberikan kemudahan yang signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengurus
berbagai jenis perizinan usaha. Sistem pelayanan satu pintu yang diterapkan mampu memangkas birokrasi
yang sebelumnya panjang dan kompleks. Pelaku usaha tidak lagi perlu berpindah-pindah tempat untuk
mengurus izin yang berbeda. Selain itu, proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat
diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi pelaku
UMKM vyang ingin segera mengembangkan usahanya. MPP juga menjadi wujud nyata komitmen
pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha. Kebijakan ini sejalan dengan amanat



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan | 58

Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan. Dengan adanya
sistem yang lebih efisien, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga mengalami
peningkatan. Keberadaan MPP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung
kemudahan perizinan juga berdampak pada meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi. Hal
ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, MPP tidak hanya
berfungsi sebagai pusat pelayanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Peran strategis
ini menjadikan MPP sebagai salah satu inovasi yang sangat penting dalam pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi sistem OSS dalam pelayanan perizinan
usaha di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yona Armalita dan Khotami menunjukkan bahwa
penerapan OSS di DPMPTSP Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh
rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem digital yang digunakan. Selain itu, kendala
teknis dalam penggunaan sistem OSS juga menjadi hambatan tersendiri. Sosialisasi yang belum merata
turut memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam
mengakses layanan perizinan secara online [8]. penelitian yang dilakukan oleh Audry Lindsey Palandeng
dan Suci Megawati menunjukkan hasil yang berbeda. Implementasi OSS di Kota Surabaya dinilai berjalan
cukup baik dan efektif. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan
masyarakat. Selain itu, pendampingan yang intensif juga membantu pelaku usaha dalam memahami
proses perizinan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor pendukung
keberhasilan implementasi OSS. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu
kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan strategi pelaksanaannya [9].

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada upaya inovatif yang
dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam menyederhanakan proses perizinan
UMKM. Penelitian ini tidak hanya melihat implementasi OSS secara umum, tetapi juga mengkaji
bagaimana integrasi teknologi digital diterapkan dalam pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga
menyoroti kolaborasi lintas instansi dalam mempercepat proses perizinan. Pendekatan ini diharapkan
mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelayanan MPP. Penelitian
ini juga membandingkan kondisi UMKM sebelum dan sesudah adanya MPP. Dengan demikian, dapat
diketahui dampak nyata dari kehadiran MPP terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi pelayanan. Tidak hanya itu,
solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut juga menjadi bagian penting dari kajian ini.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan pelayanan
publik. Khususnya dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dibandingkan penelitian
sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat peran strategis Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Sidoarjo dalam mendukung perkembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Fokus
penelitian ini tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan daya
saing UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menjawab permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap pentingnya legalitas usaha. Melalui layanan terpadu dan pemanfaatan teknologi digital,
diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perizinan. Penelitian ini juga menganalisis
sejauh mana efektivitas MPP dalam mempercepat proses legalisasi usaha. Hasil analisis ini dapat menjadi
dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga
memberikan gambaran mengenai pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Dengan pelayanan yang
lebih efisien dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Hal ini juga
berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Pada akhirnya,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pelayanan
publik yang lebih modern. Serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiolegal dengan pendekatan socio of law yang
bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan perizinan UMKM dan
behavior pelayanan publik. peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah berbagai regulasi
yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan usaha. Bahan hukum yang digunakan terdiri
dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi observasi dinas MPP Pelayanan
public bagian perizinan Kabupaten Sidoarjo dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
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tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berbasis risiko. Sementara itu, bahan
hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan topik
penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan
berbagai sumber informasi, baik secara online maupun offline. Selanjutnya, bahan hukum yang telah
dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
permasalahan yang diteliti.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Legalitas UMKM sebagai Dasar Kepastian Hukum

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur
perekonomian nasional karena mampu menjadi penopang utama dalam menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai
sektor yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam
mengurangi angka pengangguran. Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang
menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih tergolong rendah,
terutama dalam memahami pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum [10]. Banyak
pelaku UMKM yang menganggap legalitas bukan sebagai kebutuhan utama, melainkan hanya sebagai
formalitas administratif semata. Padahal, keberadaan legalitas usaha sangat penting dalam memberikan
kepastian hukum serta perlindungan terhadap berbagai risiko usaha. Selain itu, legalitas juga membuka
peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan
maupun program bantuan dari pemerintah. Meskipun demikian, proses pengurusan legalitas seringkali
dianggap rumit dan menyulitkan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem digital
seperti OSS [11].

Hambatan administratif dan keterbatasan pemahaman teknologi menjadi faktor utama yang
menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha. Kewajiban untuk memiliki legalitas
sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 6
Tahun 2023, yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan yang
berlaku. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pelaku UMKM berpotensi menghadapi sanksi
administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, UMKM yang tidak memiliki legalitas juga
berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berbagai fasilitas usaha yang disediakan secara
resmi oleh pemerintah. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan
dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

B. Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Penyederhanaan Perizinan

Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam menjawab
permasalahan kompleksitas proses perizinan, khususnya bagi pelaku UMKM. Sebelumnya, proses
pengurusan izin usaha seringkali dianggap berbelit-belit, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya
yang tidak sedikit. Kondisi ini tentu menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan
sumber daya. Oleh karena itu, MPP hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan
publik dalam satu tempat yang sama. MPP hadir untuk mengatasi rumitnya proses perizinan UMKM
dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat sehingga lebih cepat, efisien, dan
terjangkau [12]. Keberadaan integrasi tersebut, pelaku UMKM dapat mengurus berbagai kebutuhan
perizinan secara lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu, MPP juga mengedepankan prinsip kemudahan
akses sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah instansi untuk mengurus izin usaha.

Pemanfaatan sistem digital melalui Online Single Submission (OSS) semakin memperkuat peran
MPP dalam memberikan layanan yang modern dan transparan. Melalui OSS, proses perizinan dapat
dilakukan secara daring sehingga lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Hal ini tentunya sangat
membantu pelaku UMKM, khususnya yang berada di daerah, untuk tetap mendapatkan layanan yang
setara. Peran MPP juga diperkuat melalui regulasi seperti Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 dan PP
Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang perizinan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko ini
memungkinkan penyederhanaan prosedur perizinan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan.
Dengan demikian, pelaku usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh izin dengan lebih mudah dan
cepat. Peran MPP diperkuat oleh Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 dan PP Nomor 5 Tahun 2021
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tentang perizinan berbasis risiko yang menyederhanakan prosedur sesuai tingkat risiko usaha, meskipun
masih menghadapi tantangan rendahnya literasi digital masyarakat [13]. Implementasi sistem ini masih
menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, banyak pelaku
UMKM vyang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi sehingga membutuhkan
pendampingan lebih lanjut [14]. Berdasarkan penjelasan tersebut, selain menyediakan layanan,
pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan,
integrasi OSS dalam MPP telah menciptakan sistem pelayanan perizinan yang lebih efektif, transparan,
dan berkeadilan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

C. Kerjasama Legalitas UMKM dan MPP dalam Kebijakan Nasional

Sinergi antara kewajiban legalitas UMKM dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP)
mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif
dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menetapkan kewajiban hukum,
tetapi juga menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Dalam konteks ini, MPP berfungsi sebagai jembatan antara pelaku UMKM dengan berbagai instansi
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang perizinan. Kehadiran MPP memungkinkan terjadinya
koordinasi yang lebih efektif antarinstansi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih terintegrasi.
Hal ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam mengurus
legalitas usaha. Selain itu, kemudahan akses yang diberikan oleh MPP juga mendorong lebih banyak
pelaku usaha untuk masuk ke dalam sektor formal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memiliki
legalitas, maka peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan bantuan pemerintah juga
semakin terbuka.

Kondisi ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Tidak hanya itu, keberadaan MPP juga meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik
sehingga dapat meminimalisir praktik birokrasi yang tidak efisien. Sinergi ini juga mencerminkan
pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, di mana pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di daerah. Meskipun demikian, keberhasilan kolaborasi ini tetap
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Diperlukan juga
komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan serta literasi hukum dan digital masyarakat.
Dengan demikian, hubungan antara legalitas UMKM dan MPP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan [15].
Sinergi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Sistem Perizinan Berbasis
Risiko di Mal Pelayanan Publik

Perkembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan
dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menegaskan bahwa pendekatan perizinan tidak lagi bersifat
seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam
ketentuannya, diatur bahwa usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
sebagai bentuk legalitas, sedangkan usaha dengan risiko menengah dan tinggi diwajibkan memenuhi
persyaratan tambahan seperti sertifikat standar maupun izin khusus [16].

Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus
tetap menjaga aspek pengawasan terhadap kegiatan usaha. Kebijakan berbasis risiko yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi pelayanan publik, memberikan kepastian
hukum, serta meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Sistem ini juga
terintegrasi dengan platform Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan
dilakukan secara elektronik dan terpusat. Dengan adanya integrasi tersebut, proses perizinan menjadi lebih
transparan, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas tanpa harus melalui prosedur
administratif yang berbelit-belit seperti pada sistem sebelumnya [17].

Pelaksanaan magang di Mal Pelayanan Publik (MPP), berimplementasi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 ini masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satu permasalahan
yang cukup sering ditemui adalah adanya gangguan teknis pada sistem OSS, seperti error, loading yang
lambat, maupun keterlambatan sinkronisasi data. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum
memahami klasifikasi tingkat risiko usaha yang dimilikinya, sehingga mengalami kesulitan dalam
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menentukan jenis perizinan yang harus diurus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah
dirancang secara modern, faktor kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat masih
menjadi tantangan utama dalam implementasinya, penerapan sistem perizinan berbasis risiko ini juga
memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan
sederhana, terutama bagi pelaku usaha dengan risiko rendah yang tidak lagi dibebani dengan persyaratan
yang kompleks. Hal ini tentu sangat membantu dalam mendorong peningkatan jumlah UMKM yang
memiliki legalitas usaha secara resmi. Selain itu, keberadaan MPP sebagai layanan terpadu satu pintu juga
semakin memperkuat efektivitas implementasi kebijakan ini, karena masyarakat dapat memperoleh
pendampingan langsung dalam proses pengurusan izin.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan sistem perizinan yang lebih efisien dan
berbasis risiko. Akan tetapi, dalam praktiknya masih diperlukan upaya lanjutan, seperti peningkatan
sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem OSS
agar dapat berjalan lebih stabil dan responsif. Sinergi antara regulasi yang baik dan implementasi yang
optimal menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perizinan yang benar-benar efektif dan mampu
menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM karena memberikan kepastian
hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap pasar dan berbagai
dukungan pemerintah, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala
seperti prosedur yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman, dan keterbatasan informasi maupun
kemampuan teknologi. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai layanan terpadu satu pintu
berbasis digital melalui sistem OSS dan kebijakan perizinan berbasis risiko menjadi solusi strategis dalam
mempermudah proses pengurusan legalitas usaha secara lebih cepat, transparan, dan efisien, khususnya
bagi pelaku UMKM di daerah. Selain itu, dukungan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 semakin memperkuat kemudahan perizinan serta
mendorong kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha. Dengan adanya sinergi antara kemudahan
layanan dan kepastian regulasi tersebut, tercipta lingkungan usaha yang lebih kondusif, inklusif, dan
berdaya saing, sehingga UMKM dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.
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